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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Gambaran umum menunjukkan bahwa variabel transparansi baik, variabel 

partisipasi cukup baik, variabel akuntabilitas baik, variabel efektivitas 

cukup baik dan pengelolaan dana desa cukup baik di Desa Lanaus.  

2. Variabel transparansi berpengaruh  positif  namun tidak signifikan 

terhadap efektivitas dana desa di Desa Lanaus.  

3. Variabel partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas 

dana desa di Desa Lanaus.  

4. Variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

efektivitas dana desa di Desa Lanaus.  

5. Variabel efektivitas dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengelolaan dana desa di Desa Lanaus. 

6. Variabel transparansi berpengaruh  positif namun tidak signifikan terhadap 

pengelolaan dana desa di Desa Lanaus.  

7. Variabel partisipasi berpengaruh secara positif namun tidak signifikan 

terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus.  

8. Variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengelolaan dana desa di Desa Lanaus. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disarankan 

kepada Pemerintah Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah  Kabupaten 

Timor Tengah Utara beberapa hal sebagai berikut: 

1. Memperbaiki dan meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa 

dalam hal ini informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa, baik 

dalam rapat (MUSDES) maupun dengan cara melalui papan informasi 

pengumuman di kantor desa,  papan  proyek di setiap kegiatan dan baliho 

ditempat yang mudah di jangkau oleh masyarakat.  

2. Memperbaiki dan meningkatkan partisipasi pengelolaan dana desa dengan 

meningkatkan forum untuk menampung partisipasi masyarakat, 

meningkatkan akses bagi masyarakat  untuk  menyampaikan  pendapat 

dalam proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan motivasi 

masyarakat dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan dana desa.  

3. Memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa 

melalui laporan anggaran detail per kegiatan, laporan ini berisi anggaran 

yang disusun secara detail per kegiatan, dan laporan anggaran detail per 

rekening anggaran (Buku Besar). 

4. Memperbaiki dan meningkatkan efektivitas dana desa dengan 

meningkatkan ketepatan dalam menentukan pilihan sesuai apa yang di 

harapkan oleh masyarakat, meningkatkan ketepatan dalam menentukan 

tujuan yaitu kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan 

kegiatan yang dipilih, sedangkan dengan meningkatkan ketepatan sasaran 
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dengan cara kegiatan yang sudah dipilih dilaksanakan agar mencapai 

tujuan kegiatan yang telah di tentukan, dan meningkatkan ketepatan 

waktu dalam pengelolaan dana desa dengan cara pematangan program 

yang ada sebelum melaksanakannya agar pekerjaan yang dilaksanakan 

tepat waktu atau selesai sebelum mencapai waktu yang telah ditentukan. 

5. Pemerintah  Desa  memperbaiki  dan meningkatkan pengelolaan dana 

desa dalam hal ini perencanaan, melibatkan seluruh elemen yang ada di 

desa, mulai dari Perangkat Desa hingga masyarakat turut hadir dalam 

Musrenbangdes. Meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan 

dimana setiap kegiatan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan 

dan pengelolaan belanja dana desa dicatat dalam pembukuan disertai 

bukti transaksi. Memperbaiki penatausahaan dengan cara pencatatan oleh 

bendahara desa terhadap setiap penerimaan dan pengeluaran pada setiap 

kegiatan. Meningkatkan dan memperbaiki Laporan realisasi pelaksanaan 

dana desa, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa, 

Laporan realisasi penggunaan dana desa, Laporan kepada badan 

pemusyawaratan desa, dan Laporan keterangan pertanggungjawaban. 

Meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa melalui 

transparansi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan serta laporan realisasi 

dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa. 
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